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Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha

Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara
Republik Indonesia

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber
dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
09/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan
Usaha Jasa Konstruksi Asing

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi
Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-
2025

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
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Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-
2025

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan
di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
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Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.247/MEN/X/2011 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh
Tenaga Kerja Asing pada Kategori Konstruksi

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang
Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang
Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Warga Negara Asing Pendatang

Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

TAP MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijaksanaan
Landasan Ekonomi

Regerings Reglement 1854
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